QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG
PEMERINTAHAN MUKIM DALAM
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

Menimbang :

Mengingat :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam, maka perlu pengaturan tentang Susunan,
Kedudukan dan Kewenangan Pemerintahan Mukim dalam
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

b. bahwa Mukim di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang
sudah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama
berabad-abad, telah mendarah daging dalam masyarakat, turun
temurun mengakar dalam sistem sosial budayanya dan
merupakan satu kesatuan masyarakat adat yang kelangsungan
dan keberadaannya masih tetap diakui;

c. bahwa Mukim telah memberikan sumbangan yang sangat
berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat,
perjuangan kemerdekaan dan pembangunan di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga tidak dapat diabaikan
dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan
keamanan, maka perlu dipelihara dan dikembangkan dengan
memberikan kedudukan, fungsi dan peranan yang sesuai
dengan perkembangan dan pertumbuhan ketatanegaraan dan
tuntutan pembangunan nasional;

d. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Qanun
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3848);



Undang-undang Nomor 44  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH

Menetapkan:

DARUSSALAM
MEMUTUSKAN :

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG
PEMERINTAHAN MUKIM DALAM PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

3.

Kabupaten atau Kota atau nama lain adalah Kabupaten atau
Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Bupati atau Walikota atau nama lain, adalah Bupati atau
Walikota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Kecamatan atau nama lain, adalah perangkat daerah Kabupaten
atau Kota yang dipimpin oleh Camat atau nama lain

Mukim atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum
dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas
gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah
tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di
bawah Camat atau nama lain yang dipimpin oleh Imeum Mukim
atau nama lain.

Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di
bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu,
yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan yang berhak
menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Harta kekayaan dan sumber keuangan Mukim adalah harta
kekayaan yang dikuasai oleh Mukim yang ada pada waktu
pembentukan Gampong atau nama lain tidak diserahkan kepada
Gampong, dan sumber keuangan lainnya yang sah.

Tanah ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah Mukim
yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat.

Hukum adat adalah semua aturan adat, adat istiadat dan
kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Aceh,
bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum.



9. Musyawarah Mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan
dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan yang dihadiri oleh para Keuchik, Lembaga-
lembaga adat dan para pemimpin agama yang dipimpin oleh
Imeum Mukim.

10. Rapat Adat Mukim adalah permusyawaratan dalam
penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar
penduduk ataupun persengketaan-persengketaan hukum adat
dalam Kemukiman yang dihadiri oleh Imeum Mukim dan Tuha
Peuet Mukim.

11. Imeum Mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan
Mukim.

12. Tuha Peuet Mukim atau nama lain merupakan kelengkapan
Lembaga Mukim yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Adat,
Pemuka Masyarakat dan cerdik pandai.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

Mukim berkedudukan sebagai unit pemerintahan yang membawahi
beberapa Gampong yang berada langsung di bawah dan bertanggung
jawab kepada Camat.

Pasal 3

Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan
peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3

tersebut di atas, Mukim mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pemerintahan baik berdasarkan azas
desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan
serta segala urusan pemerintahan lainnya;

b. pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi,
pembangunan fisik maupun pembangunan mental spritual;

c. pembinaan kemasyarakatan di bidang pelaksanaan Syari'at
Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan
ketertiban masyarakat;

d. peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;

e. penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau
menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-
persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.



BAB Il
ORGANISASI DAN KELENGKAPAN MUKIM
Pasal 5

Mukim dipimpin oleh seorang Imeum Mukim atau nama lain.

Pasal 6

(1) Imeum Mukim diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau

Walikota atas usulan Camat dari hasil pemilihan yang sah.

(2) Pemilihan Imeum Mukim dilakukan secara langsung, umum,

bebas dan rahasia oleh rakyat Mukim yang bersangkutan.

(3) Masa jabatan Imeum Mukim selama 5 (lima) tahun dan dapat

dipilih kembali 1 (satu) kali periode untuk masa jabatan
berikutnya.

Pasal 7

Syarat-syarat menjadi Imeum Mukim :

a.

b.

C.

beriman dan tagwa kepada Allah Subhanahuwata’ala dan
menjalankan Syari'at Islam;

setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Pemerintah yang sah;

berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama atau berpengetahuan yang sederajat;

berumur minimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat pencalonan,
sudah berumah tangga/berkeluarga;

berasal dan berdomisili sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
berturut-turut di Kemukiman dan mengenal serta dikenal oleh
masyarakat Kemukiman yang bersangkutan;

sehat jasmani dan rohani;

tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana;
berpengalaman di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan
peradatan;

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 8

Imeum Mukim berhenti karena:

a.
b.
C.
d

e.

meninggal dunia;

mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
berakhir masa jabatan dan telah dilantik Imeum Mukim baru;
tidak lagi memenuhi syarat seperti yang dimaksud dalam Pasal
7

mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus-
kasus yang melibatkan tanggung jawabnya dan keterangannya
atas kasus itu ditolak oleh Tuha Peuet Mukim.

Pasal 9

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Mukim, maka
dibentuk kelengkapan Mukim terdiri dari:



Sekretariat Mukim;

Majelis Musyawarah Mukim;
Majelis Adat Mukim;

Imeum Chiek.

coop

Pasal 10

(1) Sekretariat Mukim dipimpin oleh seorang Sekretaris Mukim yang
diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usul Imeum Mukim.

(2) Untuk kelancaran Sekretariat Mukim, dibentuk seksi-seksi yang
meliputi Seksi Tata Usaha, Seksi Pemerintahan, Seksi
Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Keistimewaan Aceh
dan Seksi Pemberdayaan Perempuan.

(3) Pedoman susunan organisasi dan tata kerja Mukim dan
Sekretariat Mukim ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

(1) Sekretariat Mukim dipimpin oleh seorang Sekretaris Mukim yang
diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usul Imeum Mukim.

(2) Untuk kelancaran Sekretariat Mukim, dibentuk seksi-seksi yang
meliputi Seksi Tata Usaha, Seksi Pemerintahan, Seksi
Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Keistimewaan Aceh
dan Seksi Pemberdayaan Perempuan.

(3) Majelis Musyawarah Mukim dipimpin oleh seorang Ketua dan
dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang dipilih oleh dan dari
Anggota Majelis Musyawarah Mukim.

a. penegasan mengenai pengertian pembentukan Mukim, yang
diartikan pembentukan Mukim baru di luar Mukim yang
sudah ada, pembentukan baru akibat dari pemekaran,
penggabungan dan penghapusan;

b. pembentukan Mukim antara lain memperhatikan persyaratan
jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Gampong, kondisi
sosial budaya, kondisi ketentraman dan ketertiban, potensi
ekonomi dan sumber daya alam, sarana dan prasarana
pemerintah;

C. penegasan mengenai batas wilayah Mukim dalam setiap
pembentukan Mukim;

d. mekanisme pelaksanaan pembentukan, penghapusan dan
atau penggabungan Mukim, mulai dari usul Imeum Mukim
melalui Camat atas prakarsa masyarakat setelah
mendapatkan  persetujuan Camat sampai dengan
penetapannya dengan Keputusan Bupati atau Wali Kota
setelah mendapatkan persejutuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten atau Kota;

e. pembagian wilayah Mukim;

perincian tentang kewenangan Mukim.

—h

Pasal 12

(1) Majelis Adat Mukim dipimpin oleh Imeum Mukim dan dibantu
oleh Sekretaris Mukim serta dihadiri oleh seluruh anggota Tuha
Peuet Mukim.



